PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 13/PER/M.KOMINFO/08/2010
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR: KM. 15 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI
RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS
UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor: KM. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan)
Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk
Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.
15 Tahun 2004, kota/wilayah yang belum tercantum dalam rencana
induk akan diatur dalam peraturan tersendiri;

bahwa ditemukenali terdapat beberapa wilayah yang belum tercakup
dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 15 Tahun 2003
tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio
Siaran FM (Frequency Modulation) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 15 Tahun
2004,

bahwa untuk menghindari interferensi penggunaan frekuensi radio
antara Lembaga Penyiaran Swasta atau Lembaga Penyiaran Publik
dengan Lembaga Penyiaran Komunitas perlu ditetapkan kanal
frekuensi radio pemisah (guard band);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, dipandang perlu dilakukan Perubahan
Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 15 Tahun
2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio
Siaran FM (Frequency Modulation) yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4252);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor: 3980);
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